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ABSTRAK 
 
 MELITA ARRUAN DAWA (B111 10 444), Efektivitas 
Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen di 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar. (dibimbing 
oleh Ahmadi Miru dan A. Tenri Famauri).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian 
sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota 
Makassar dan untuk mengetahui keefektifan dari proses penyelesaian 
sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang berlokasi di 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar. Dengan 
melakukan wawancara langsung dengan anggota Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Kota Makassar, konsumen, pelaku usaha, Hakim 
dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar. 
 
Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain 
adalah dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen lahirlah sebuah lembaga yang berfungsi untuk 
menangani masalah sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). Sengketa yang masuk ke dalam BPSK 
menghasilkan putusan BPSK. Putusan BPSK yang bersifat final dan 
mengikat berarti sudah tidak ada upaya hukum untuk putusan tersebut, 
namun Undang-undang telah menegaskan bahwa pihak yang tidak 
menerima terhadap putusan tersebut dapat mengajukan keberatan ke 
Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK 
dimulai dari pengajuan gugatan hingga proses persidangan yang 
menghasilkan putusan serta tahap eksekusi. Proses penyelesaian 
sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen telah sesuai 
dengan asas cepat, mudah dan murah dilihat dari tanggapan konsumen 
yang merasa puas terhadap kinerja dan prosedur di BPSK Kota 
Makassar. Proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Makassar 
berjalan efektif karena kurangnya jumlah keberatan terhadap putusan 
BPSK khususnya terhadap Putusan Arbitrase. Di BPSK Kota Makassar 
penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih mendominasi sebagai 
penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 
kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang 
bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan 
yang berbeda-beda. Aktivitas manusia yang tidak lepas dari aktivitas 
ekonomi mulai dari ibu rumah tangga, pegawai maupun pengusaha. 
Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung 
kelancaran arus produksi barang dan jasa. Dalam perkembangan dunia 
usaha aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan barang/jasa 
memiliki kemajuan yang pesat terutama dibidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, telekomunikasi dan informatika yang turut mendukung 
pendistribusian barang dan/atau jasa. Pada era globalisasi dan 
perdagangan bebas saat ini, banyak barang/jasa yang dipasarkan kepada 
konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran 
barang secara langsung.  
Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan 
strata yang sangat bervariasi, menyebabkan produsen melakukan 
kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan atau jasa dengan 
cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang 
sangat majemuk. Untuk itu cara pendekatan diupayakan sehingga 
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mungkin menimbulkan berbagai dampak pada tindakan yang bersifat 
negatif, yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi 
antara lain, menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak 
jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Pada situasi 
ekonomi global dan perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar 
atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan 
dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan 
untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan 
dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya. Konsumen memiliki 
resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena 
posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat 
rentan untuk dilanggar.1 
Terhadap posisi konsumen tersebut, perlindungan kepada 
masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum 
yang menjadi hak konsumen. Demi terwujudnya kepastian hukum ini 
bertolak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi bukan hanya 
oleh konsumen di Indonesia bahkan juga seperti yang dialami oleh 
konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar 
bagaimana konsumen memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu 
yaitu menyangkut kepada bagaimana menyadarkan kepada semua pihak, 
baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang 
pentingnya perlindungan konsumen.  
                                                             
 
1
 Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 1. 
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Ketentuan perundang-undangan mengharapkan agar para 
pengusaha menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang atau 
jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan dan mengikuti standar 
yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah diharapkan juga 
menyadari bahwa diperlukan regulasi yang berkaitan dengan perpindahan 
barang dan/atau jasa dari pelaku usaha ke konsumen. Pemerintah juga 
bertugas untuk mengawasi jalannya regulasi tersebut dengan baik.  
Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan  
konsumen, maka Pemerintah membentuk suatu produk hukum yaitu 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
(selanjutnya disebut UUPK).  
Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen 
semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis 
dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini 
masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang 
oleh pelaku usaha. 
UUPK memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-
haknya yang telah dilanggar. Konsumen yang merasa dirugikan karena 
memakai produk/jasa pelaku usaha disediakan satu instrumen hukum 
untuk menuntut hak-haknya tersebut yaitu konsumen hanya bisa 
mengajukan gugatannya melalui pengadilan saja, namun dengan lahirnya 
UUPK sekarang ini, konsumen telah diberikan instrumen baru dalam 
membela hak-hak konsumen yang dilanggar. Dalam UUPK telah 
4 
 
disediakan instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut 
segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari 
memakai/menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu lembaga 
yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(selanjutnya disebut BPSK). 
BPSK dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan 
kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya 
BPSK diharapkan bisa mewujudkan asas peradilan yang dilakukan 
dengan cepat, mudah dan murah/biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Ayat 
2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku 
usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan 
melalui BPSK. BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya 
adalah penanganan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, 
arbitrase dan konsiliasI kemudian melakukan pengawasan, melaporkan 
pada penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan memeriksa sampai 
kepada menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen. Putusan 
yang telah dikeluarkan oleh BPSK jika diantara para pihak tidak ada yang 
merasa dirugikan karena keputusan itu maka bisa saja langsung 
dilaksanakan, namun dalam hal ini bukan pihak BPSK yang langsung 
mengeksekusi tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri. Hal 
ini berarti, konsumen yang telah sepakat menyelesaikan sengketa mereka 
di BPSK yang pada awalnya menginginkan agar perkara mereka cepat 
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diselesaikan bukan hanya itu harapan konsumen terhadap Putusan BPSK 
juga bisa segera di laksanakan, tetapi jika ada pihak yang merasa 
keberatan dengan Putusan tersebut maka diberikan jalan untuk 
mengajukan keberatan tersebut di Pengadilan, sehingga penyelesaian 
sengketanya akan semakin lama. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mencoba 
untuk mengkaji tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku 
Usaha dan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Makassar. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha 
dan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Kota Makassar? 
2. Apakah penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 
Makassar berjalan efektif? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa antara pelaku 
usaha dan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui keefektifan penyelesaian sengketa antara 
pelaku usaha dan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar. 
 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dengan penelitian mengenai Efektivitas Penyelesaian 
Sengketa Antara Pelaku Usaha dan Konsumen di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, maka diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan ke arah yang lebih baik kepada seluruh 
masyarakat di Indonesia mengenai masalah penyelesaian 
sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dan 
konsumen sebaiknya melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen agar dapat memberikan kepastian hukum yang 
tepat bagi penggunanya. 
2. Manfaat Praktis  
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi para praktisi, pemerintah, 
Departeman Perindustrian dan Perdagangan serta para pelaku 
usaha dan seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen 
dari suatu produk barang dan/ atau jasa sehingga dapat 
mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai 
dengan harapan semua pihak, khususnya bagi para pengguna 
produk barang/jasa (konsumen). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Efektifitas 
1. Pengertian Efektifitas 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) di sebutkan bahwa 
efektivitas berasal dari kata efek artinya akibat (hasil daya pengaruh dari 
sesuatu) dan efektif artinya ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, 
kesannya), manjur, mujarab, mampan.2 Menurut The Liang Gie 
mengatakan bahwa: 
“Efektivitas (effectivences) adalah suatu keadaan yang mengandung 
pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang 
dikehendaki.”  
Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 
tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif 
kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki. Sedangkan menurut Soewarno Handayaningrat efektifitas 
ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa bila sesuatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, 
maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila 
                                                             
2
 http://kbbi.web.id/efektivitas diakses pada tanggal 4 Maret 2014 pada pukul 20.00 
WITA. 
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tujuan atau sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka 
pekerjaan itu tidak efektif. 
2. Faktor-faktor, teori-teori efektifitas hukum 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:3 
a.      Hukumnya sendiri; 
b.      Penegak hukum; 
c.      Sarana dan fasilitas; 
d.      Masyarakat; dan 
e.      Kebudayaan. 
  
Menurut Achmad Ali yang juga sependapat dengan C.G. Howard & 
R. S. Mumners adalah law is nature and limit antara lain:4 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 
hukum dengan orang-orang yang menjadi target aturan hukum 
secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang 
dimaksud berbentuk Undang-undang, maka pembuat Undang-
undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum 
dari target pemberlakuan Undang-undang tersebut. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 
rumusan dapat dipahami oleh target diberlakukannya aturan 
hukum.  
c. Sosialisai yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, 
maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan 
bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang 
lebih mudah daripada hukum yang bersifat mengharuskan. 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.  
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika 
terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah 
memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan 
diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret dapat 
dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses 
                                                             
3
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  Jakarta: 
Raja Grafindo, 2007, hlm 7. 
4
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence), Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm 376. 
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dalam setiap tahapan (penyidikan, penyelidikan, penuntutan 
dan penghukuman).  
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud 
larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum 
yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-
orang yang menjadi target sasaran aturan hukum.  
i. Efektif atau tidak efektifnya aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal tidaknya aparat penegak hukum untuk 
menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.  
j. Efektif atau tidaknya aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat.  
Ada beberapa teori tentang efektifitas yang dijelaskan oleh para 
sarjana yaitu:5 
a. Teori efektifitas (Soerjono Soekanto) 
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 
tindak atau perilaku yang pantas. Efektifitas hukum dalam 
tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang 
menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal 
mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku 
tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya 
yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi 
kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-
sanksinya. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus 
dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap 
tindak atau perilaku manusi. Kondisi-kondisi yang harus ada 
adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. 
Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh 
karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga 
seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan 
pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud 
dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa 
menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi 
oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-
kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama 
sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu 
disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat 
dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya 
frustasi, tekanan atau bahkan konflik. 
 
                                                             
5
 Ibid 
11 
 
b. Teori efektifitas (Ahmad Ali) 
Efektifitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan 
melihat sejauh mana aturan hukum itu diaati atau tidak ditaati. 
Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target 
yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa 
aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, 
sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap 
masih dipertanyakan lebih jauh efektifitasnya. Jika ketaatan 
sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance 
atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat 
rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-
menerus. Berbeda jika ketaatannya bedasarkan kepentingan 
yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang 
dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.6 
 
   
B. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
1. Sengketa Konsumen 
Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah pertentangan atau konflik. Sengketa dapat juga dimaksudkan 
sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi–pribadi atau kelompok-
kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak 
terganggu atau dilanggar.7 Dalam suatu hubungan hukum atau perikatan 
selalu dimungkinkan terjadi perselisihan di antara para pihak yang 
akhirnya menimbulkan sengketa, seperti masalah perbatasan, sumber 
daya alam, kerusakan lingkungan,  dan perdagangan.8 Sengketa dapat 
                                                             
6
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 375. 
7
 http://kbbi.web.id/sengketa diakses pada tanggal 4 Maret 2014 pada pukul 20.00 WITA. 
8
 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional,  Jakarta: Sinar Grafika, 
2008, hlm 1. 
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berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain 
dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi antara lain:9 
a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak 
itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga 
termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan 
data tersebut. 
b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat 
atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para 
ahli hukum yang terkait. 
c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari 
para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak 
d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, 
misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan 
atau adanya perbedaan asumsi. 
e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan 
moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap. 
 
UUPK tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan 
sengketa konsumen. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada 
beberapa bagian UUPK, yaitu:  
a. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebuah 
institusi administrasi negara yang mempunyai penyelesaian 
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini 
BPSK (UUPK Pasal 1 butir 11) . 
b. Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau 
prosedur penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata 
cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab 
X Penyelesaian Sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan 
                                                             
9
 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar , 
Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002, hlm. iii. 
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sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: UUPK Pasal 45 
Ayat (2) dan Pasal 48.  
Ruang lingkup sengketa konsumen lebih luas dibandingkan 
dengan sengketa transaksi konsumen. Sengketa konsumen dapat 
mencakup semua segi hukum bagi keperdataan, pidana, maupun tata 
negara. Sedangkan istilah sengketa transaksi konsumen lingkupnya lebih 
sempit, hanya mencakup aspek hukum keperdataan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Surat Keputusan 
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Sengketa Konsumen adalah:10 
“Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menutut ganti 
rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita 
kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.” 
Berdasarkan UUPK Pasal 45 bahwa konsumen yang dirugikan 
dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada dalam 
lingkungan peradilan umum, bukan ke peradilan tata usaha negara. 
2. Para pihak dalam sengketa konsumen 
Pihak-pihak yang bersengketa adalah:11 
Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 
consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah 
diartikan sebagai  
“Orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau 
menggunakan jasa tertentu atau sesuatu, atau seseorang yang 
                                                             
10
 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. 
11
 Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak konsumen, op. cit, hlm 74. 
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menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Menurut 
pendapat Az. Nasution konsumen adalah:12 
“Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan 
untuk tujuan tertentu.” 
Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik 
dalam Rancangan UUPK, sebagai upaya ke arah terbentuknya UUPK 
adalah sebagai berikut: 
Pengertian konsumen dalam Rancangan UUPK yang diajukan oleh 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:13 
“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau 
orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.” 
Pengertian konsumen dalam UUPK, yaitu:14 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan". 
Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan 
Akademik UUPK (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang 
                                                             
12
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 
2001  hlm. 13. 
13 Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan 
Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: 
Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, hlm 2. 
14
 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan RI, yaitu:  
“Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk dipergadangkan.” 
Dari pengertian konsumen di atas, maka dapat kita kemukakan 
unsur-unsurnya, yaitu:15 
a. Setiap orang 
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang 
yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah 
“orang” disini tidak dibedakan apakah orang/natuurlijke person 
atau badan hukum/rechtspersoon.  Oleh karena itu yang paling 
tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas 
pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup 
juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan 
hukum. 
b. Barang dan/ atau jasa 
UUPK mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik 
berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 
bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak 
dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara 
itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk 
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen. 
c. Yang tersedia dalam masyarakat 
Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 
tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, 
syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.  
d. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk 
hidup lain transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti 
hewan dan tumbuhan. 
e. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 
Pengertian konsumen dalam UUPK ini, yakni hanya konsumen 
akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk 
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 A.Z Nasution Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, op. cit, hlm 27. 
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memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-
komersial). 
 
Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian 
konsumen pada kedua Rancangan Akademik yang telah disebutkan 
sebelumnya, karena di dalam UUPK meliputi pemakaian barang untuk 
kepentingan makhluk hidup lain termasuk hewan dan tumbuhan.16 
Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian 
konsumen, di Eropa, pengertian konsumen berdasarkan Product Liability 
Directive (selanjutnya disebut directive) sebagai pedoman bagi negara 
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan mengenai 
Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan directive tersebut yang 
berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian 
karena kematian atau cedera atau kerugian berupa kerusakan benda 
selain produk yang cacat itu sendiri.17 Dari sudut pandang yang lain, 
rumusan pengertian konsumen dalam UUPK, kemudian dikaitkan dengan 
UUPK Pasal 45 yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari 
konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain dan makhluk 
hidup lain, tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak 
termasuk konsumen, tetapi kerugian yang dialaminya dapat menjadi 
alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.18  
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 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, op. 
cit, hlm 20. 
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 Ibid, hlm 21. 
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Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali  
Pers,2011 hlm 6. 
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Berdasarkan hal itu, apabila badan hukum, keluarga dan orang lain 
diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian 
konsumen sebaiknya bahwa:19 
“Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh 
dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan 
tidak untuk diperdagangkan”. 
Disebutkannya kata berasal dari pelaku usaha dalam rumusan di 
atas, pengertian konsumen dalam UUPK sangat terkait dengan masalah 
tuntutan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha.20 
Istilah pelaku usaha di dalam UUPK yaitu:21 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi”. 
Pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki cakupan 
yang luas meliputi: grosir, pengecer dan sebagainya. Dari persamaan 
tersebut pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama 
negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen 
adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan baku; 
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 Ibid, hlm 6. 
20
 Ibid, hlm 7. 
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 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  
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pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai 
produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal 
tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada 
produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, 
disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam 
transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas atau 
importir tidak dapat ditentukan.22 
Salah satu pihak dalam sengketa konsumen adalah pelaku usaha.23 
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut 4 kelompok besar 
kalangan pelaku usaha, 3 di antaranya termasuk kelompok pengusaha 
(pelaku usaha privat dan publik).24  
Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari: 
1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 
membiayai berbagai kepentingan usaha. Misalnya, perbankan, 
usaha leasing dan lain sebagainya. 
2) Produsen, yaitu pelaku usaha membuat, memproduksi 
barang/jasa. 
3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang 
mendistribusikan/memperdagangkan barang/jasa. 
 
3. Dasar Hukum, Asas, Tujuan dan Prinsip Perlindungan 
Konsumen 
 UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada pembangunan 
hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam 
rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit, hlm 8. 
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 Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak konsumen, op. cit, hlm 75. 
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ISEI, Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan 
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pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara 
Pancasila dan Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada 
UUPK ini telah ada beberapa Undang-undang yang materinya melindungi 
kepentingan konsumen, seperti:25 
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1961 Tentang Barang, menjadi Undang-undang; 
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah; 
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal; 
e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 
Perusahaan; 
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; 
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang 
Ketenagalistrikan; 
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang 
dan Industri; 
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 
j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan 
Terbatas; 
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil; 
m. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; 
n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Hak Cipta sebagai mana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; 
o. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten; 
p. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Merek; 
q. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 
r. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran; 
s. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang 
Ketenagakerjaan; 
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http://www.bpsk.com/profil/selayang-pandang-bpsk diakses pada tanggal 4 Maret 2014 
pada pukul 20.00 WITA. 
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t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
 
 Berdasarkan UUPK Pasal 2, ada 5 (lima) asas perlindungan 
konsumen, yaitu:26 
a. Asas manfaat 
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelau usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan 
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
material maupun spiritual.  
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan 
dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. 
e. Asas kepastian hukum 
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 
 Dalam UUPK Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan 
konsumen adalah sebagai berikut:27 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
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 http://www.bpsk.com/profil/selayang-pandang-bpsk diakses pada tanggal 4 Maret 
2014 pada pukul 20.00 WITA. 
27
 http://www.bpsk.com/profil/selayang-pandang-bpsk tanggal 4 Maret 2014 pada pukul 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan konsumen. 
 
 
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
1. Hak dan kewajiban konsumen 
Hak konsumen dalam UUPK adalah sebagai berikut:28 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
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Hak-hak dasar yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. 
Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri 
atas:29  
1. Hak memperoleh keamanan; 
2. Hak memilih; 
3. Hak mendapat informasi; 
4. Hak untuk didengar. 
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak 
Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada Tanggal 10 Desember 1948, 
masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh 
Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers 
Union-IOCU) ditambahkan 4 dasar hak konsumen lainnya, yaitu:30 
a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
Disamping itu masyarakat Eropa (Europese Ekonomische 
Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati 5 hak dasar konsumen 
sebagai berikut:31 
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming 
van zijn gezendheid en veiligheid); 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit, hlm 38. 
30
 Ibid, hlm 39. 
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 Ibid, hlm 39. 
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b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op besherming van 
zijn economische belangen); 
c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 
d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 
e. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord). 
Maka secara keseluruhan ada 10 macam hak konsumen, yaitu:32 
a. Hak atas keamanan dan keselamatan  
 menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam 
penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya; sehingga 
konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengkonsumsi 
suatu produk; 
b. Hak untuk memperoleh informasi 
 pentingnya informasi yang disampaikan kepada konsumen 
dimaksudkan untuk dapat memperoleh informasi yang jelas dan 
benar tentang gambaran suatu produk agar terhindar dari kerugian 
akibat kesalahan dalam penggunaan produk; 
c. Hak untuk memilih 
 untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih 
produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada 
tekanan dari pihak luar; 
d. Hak untuk didengar 
 hak ini berupa pertanyaan tentang berbagai produk-produk tertentu 
apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang 
memadai; 
e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 
setiap orang berhak memperoleh kebutuhan barang/jasa untuk 
mempertahankan hidupnya secara layak; 
f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian 
 hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah 
merugikan konsumen, kerugian materi maupun kerugian yang 
menyangkut diri sakit, cacat, bahkan kematian konsumen; 
g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 
 konsumen memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 
diperlukan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk; 
h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 
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 sangat penting bagi setiap konsumen untuk memperoleh 
lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk memperoleh 
lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 
diberikannya 
 hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian 
akibat permainan harga secara tidak wajar;  
j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut 
dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah 
dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum. 
 
 Namun secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga hak yang 
menjadi prinsip dasar, yaitu:33 
a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah untuk mencegah 
konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian 
harta kekayaan; 
b. Hak untuk memperoleh barangdan/jasa dengan harga yang wajar; 
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 
permasalahan yang dihadapi. 
 
Kewajiban konsumen dalam UUPK adalah:34 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan, pentingnya kewajiban ini karena 
sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas 
pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca 
peringatan yang telah disampaikan kepadanya; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa, hal ini disebabkan karena bagi konsumen, 
kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 
melakukan transaksi dengan produsen; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut, kewajiban ini akan terlaksana apabila 
kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha mengikuti 
upaya penyelesaian sengketa secara patut. 
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Disertasi, Program Parcasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm 140. 
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2. Hak dan kewajiban pelaku usaha  
Dalam UUPK adalah sebagai berikut:35 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c dan d, 
merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat 
Pemerintah dalam hal ini BPSK dan Pengadilan dalam tugasnya 
melakukan penyelesaian sengketa. Kemudian hak-hak yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang 
diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang 
Pangan. Berkenaan dengan berbagai Undang-undang tersebut, maka 
UUPK adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan 
perlindungan konsumen.36 
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 Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 
beritikad baik dalam melakukan pembelian barang/jasa.37 
Kewajiban pelaku usaha dalam UUPK adalah sebagai berikut:38 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; dan  
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap 
konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap 
gambaran mengenai suatu produk. Penyampaian informasi terhadap 
konsumen tersebut dapat berupa: 39 
a. Representasi 
Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, informasi 
yang diperoleh konsumen melalui brosur/iklan tersebut tidak 
merugikan konsumen apabila pelaku usaha melakukan promosi 
yang berlebihan. Informasi yang yang diperoleh konsumen melalui 
brosur tersebut dapat menjadi alat bukti bagi hakim dalam gugatan 
konsumen terhadap produsen/pelaku usaha. 
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b. Peringatan 
Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan 
suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, instruksi 
telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, 
sedangkan peringatan untuk menjamin keamanan suatu produk. 
c. Instruksi 
Pentingnya instruksi untuk mencegah timbulnya kerugian bagi 
konsumen, instruksi/petunjuk/prosedur pemakaian suatu produk 
merupakan kewajiban bagi produsen/pelaku usaha agar produknya 
tidak dianggap cacat karena informasi yang tidak memadai.40 
 
Untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, maka UUPK telah menentukan larangan-larangan kepada 
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan bagi 
pelaku usaha menurut UUPK adalah sebagai berikut: 41 
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi/memperdagangkan 
barang/jasa yang:  
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 
tertentu; 
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8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam 
label; 
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 
dipasang/ dibuat; 
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. Larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan produk itu 
sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk 
dipergunakan/dipakai/dimanfaatkan oleh konsumen; 
c. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan 
tidak akurat yang menyesatkan konsumen. 
 
Menurut Nurmadjito larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam 
UUPK,Pasal 8 yaitu untuk mengupayakan agar barang/jasa yang beredar 
di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, 
kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, 
iklan.42 Larangan yang tertuju pada produk karena untuk memberikan 
perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan 
barang dengan kualitas yang dibawah standar. Dengan adanya 
perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan 
barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang 
dibayar/tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh. Untuk melindungi 
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konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat 
ditempuh dengan bebagai cara antara lain:43 
a. Standar mutu 
Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis, maka 
Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 
1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden 
Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standarisasi Nasional. 
Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
1991 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres 
Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Penyusunan, Penerapan dan 
Pengawasan SNI dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan 
Standarisasi Secara Nasional. Kemudian ditindaklanjuti dengan 
Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95, maka 
mulai 1 Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di 
Indonesia, yaitu SNI. 
b. Merek 
Untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya 
yang sejenis yang berguna bagi produsen, merek juga merupakan 
sarana informasi bagi konsumen, karena merek sangat berarti 
dalam mengidentifikasi/memberi ciri pada produk/jasa yang berasal 
dari produsen. 
c. Daluwarsa 
Masa daluwarsa suatu produk yang meliputi tanggal, bulan dan 
tahun dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar 
konsumen dapat informasi yang jelas mengenai produk yang 
dibeli/dikonsumsi. 44 
d. Kehalalan 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 
Tentang Persayaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari 
Luar Negeri bahwa pemasukan daging untuk konsumsi 
umum/diperdagangkan harus berasal dari ternak yang dinyatakan 
dalam sertifikat halal. Pada Undang-undang Pangan Pasal 30 Ayat 
(2) e disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk pangan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label 
dan Iklan Pangan keterangan halal dimaksudkan agar 
masyarakat/umat Islam terhindar dari mengkonsumsi pangan yang 
tidak halal/haram.  
e. Pengawasan produk impor 
Untuk mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat dalam hal 
kesehatan sebagai akibat dari masuknya barang-barang 
berbahaya ke Indonesia. Sebagai contoh yaitu kasus cemaran 
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dioxin terhadap beberapa produk di Belgia dan Eropa lainnya, 
maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan telah mengeluarkan Keputusan Nomor 
274/MPP/Kep/6/99 Tentang Larangan dan Pengawasan Impor, 
Distribusi dan Produksi Barang yang Tercemar Dioxin.45 
 
Larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan, memperdagangkan suatu barang/jasa secara tidak 
benar:46 
a. Barang tersebut telah memenuhi dan/memiliki potongan harga, 
harga khusus, standar mutu tertentu, sejarah/guna tertentu; 
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/baru; 
c. Barang dan/jasa tersebut telah mendapat/memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri 
kerja/aksesori tertentu; 
d. Barang dan/jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor dan persetujuan; 
e. Barang dan/jasa tersebut tersedia; 
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
i. Secara langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/jasa 
lain; 
j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa 
keterangan lengkap; 
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
 
Larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha, yang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/jasa 
secara tidak benar dan/seolah-olah barang tersebut, telah memenuhi 
standar mutu tertentu, memiliki potongan harga, dalam keadaan baik 
dan/baru, telah mendapatkan/memiliki sponsor, tidak mengandung cacat 
tersembunyi, merupakan kelengkapan dari barang tertentu/seolah-olah 
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berasal dari daerah tertentu, serta perilaku menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan barang/jasa yang secara langsung/tidak 
langsung merendahkan barang/jasa lain, menggunakan kata-kata yang 
berlebihan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum 
pasti.47 Menurut Nurmadjito larangan terhadap pelaku usaha dalam UUPK 
tersebut bertujuan untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan 
dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Pelaku usaha yang 
menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan/membuat 
pernyataan yang tidak benar/menyesatkan dalam UUPK adalah sebagai 
berikut:48 
a. Harga/tarif suatu barang dan/jasa; 
b. Kegunaan suatu barang dan/jasa; 
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ganti rugi atas suatu 
barang/jasa; 
d. Tawaran potongan harga/hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. Bahaya penggunaan barang/jasa. 
Menyangkut mengenai larangan yang tertuju pada perilaku pelaku 
usaha yang tujuannya untuk mengupayakan adanya perdagangan yang 
tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang 
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diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak 
melanggar hukum.49 
Larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, 
mempromosikan/mengiklankan suatu barang/jasa dengan harga/tarif 
khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha 
tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai 
dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan/diiklankan. 
Pelaku usaha dilarang melakukan hal tersebut, untuk menghindari 
kekacauan tertib perdagangan dan iklim usaha yang tidak sehat.50 
 
Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, 
mempromosikan/mengiklankan:51 
a. Suatu barang/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang/jasa lain secara cuma-cuma; 
b. Obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan 
pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang/jasa. 
Larangan tertuju pada cara-cara penjualan yang dilakukan melalui 
sarana penawaran, promosi/pengiklanan dan pada perilaku pelaku usaha 
yang mengelabui/menyesatkan konsumen melalui pemberian hadiah. 
Secara tidak sadar konsumen dipaksa untuk membeli produk yang 
ditawarkan melalui cara pemberian hadiah, paksaan secara tidak 
langsung dapat saja terjadi apabila konsumen lebih tertarik pada 
hadiahnya daripada produk inti yang ditawarkan oleh pelaku usaha, 
terutama bila hadiah tersebut dianggap oleh konsumen sebagai barang 
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/produk yang memang sangat dibutuhkan.52 Larangan bagi pelaku usaha 
periklanan untuk memproduksi iklan yang:53 
a. Mengelabui konsumen mengenai kaulitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang/tariff jasa serta ketepatan waktu 
penerimaan barang/jasa; 
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang/jasa; 
c. Membuat informasi yang keliru, salah/tidak tepat mengenai 
barang/jasa; 
d. Mengeksploitasi kejadian seseorang tanpa seizin yang 
berwenang/persetujuan yang bersangkutan; 
e. Melanggar etika/ketentuan peraturan perundang-undagan 
mengenai periklanan. 
Menurut Ari Purwadi tindakan mengelabui konsumen melalui:54 
a. Iklan dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah 
apabila dalam iklan tersebut mengungkapkan hal-hal yang tidak 
benar, misalnya: menyatakan adanya suatu zat tertentu pada 
produk yang ternyata tidak ada. 
b. Iklan dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang menyesatkan 
apabila iklan itu menggunakan opini subjektif untuk 
mengungkapkan kualitas produk secara berlebihan, tanpa 
didukung oleh suatu fakta tertentu. 
c. Iklan dapat terjadi dalam bentuk iklan yang berlebihan 
apabila iklan tersebut  menggunakan tiruan dalam visualisasi iklan. 
 
3. Tanggung jawab pelaku usaha 
Tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK yaitu:55 
a. menetapkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan 
ganti kerugian kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen karena mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
b. ganti kerugian yang dapat diberikan dalam dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan UUPK Pasal 19 Ayat (2). 
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c. tenggang waktu pemberian ganti kerugian dilaksanakan dalam 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi UUPK Pasal 19 Ayat (3). 
d. pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghapus kemungkinan 
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan UUPK Pasal 19 Ayat (4). 
e. Ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPK Ayat (1) dan (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.56 
 
Tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat 
penggunaan produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa dapat 
didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara 
garis besarnya hanya ada dua kategori:57 
b. Tuntutan berdasarkan wanprestasi 
Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, 
maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen/pelaku 
usaha dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian, pihak ketiga 
(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat 
menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti 
kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan 
akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama/tambahan yang berupa 
kewajiban atas prestasi utama/kewajiban dalam perjanjian. 
c. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada 
perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), 
tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan 
melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara 
produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat 
dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan , walaupun tidak pernah 
terdapat hubungan perjanjian antara produsen dan konsumen, 
pihak ke tiga dapat menuntut ganti kerugian. 
 
Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka unsur-unsur yang harus 
dipenuhi adalah sebagai berikut:58 
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a. Ada perbuatan melanggar hukum 
Perbuatan melanggar hukum dapat berupa:59 
1) Melanggar hak orang lain; 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; 
3) Berlawanan dengan kesusilaan baik; 
4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya 
diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri/benda 
orang lain. 
b. Ada kerugian 
Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah kurangnya harta 
kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan 
melakukan/membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain.60 
c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan 
kerugian 
Hubungan sebab akibat atau kausalitas, dikenal beberapa teori, di 
antaranya condition sine qua non, adequate dan toerrekening naar 
redelijkheid.  
d. Ada kesalahan 
Berdasarkan Pasal 1365 BW salah satu syarat untuk membebani 
tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum adalah adanya kesalahan yang memiliki 3 unsur 
yaitu:61 
1) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan; 
2) Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya; 
a) Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga 
akibatnya; 
b) Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga 
akibatnya; 
3) Dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap. 
 
 
 
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia 
1.   Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK adalah sebagai berikut:62 
                                                             
59
 Ibid, hlm 63-64. 
60
Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, 
Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 57. 
61
 Purwahid Patrik, op. cit, hlm 10-11. 
62
 Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
36 
 
“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 
pihak yang bersengketa.”  
Melalui ketentuan UUPK Pasal 43 Ayat (2) sengketa konsumen dapat 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:63 
1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku 
usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak 
ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui 
cara-cara damai yang mengacu pada ketentuan Pasal 1851 
sampai Pasal 1864 KUHPerdata, pasal-pasal tersebut mengatur 
tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan 
mengikat perdamaian (dading);  
2. Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan 
umum yang berlaku.; 
3. Penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK. 
 
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada 
UUPK Pasal 43 Ayat (2), tidak menutup kemungkinan dilakukannya 
penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa 
melalui pengadilan yaitu melalui BPSK, sepanjang tidak bertentangan 
dengan UUPK. Dari penjelasan UUPK Pasal 43 Ayat (2) dapat diketahui 
bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya 
hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang 
bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa 
mereka melalui BPSK atau badan peradilan lainnya. 
2.   Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 
Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis 
merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis 
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menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan 
proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang 
tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang 
dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Di 
samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan 
sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan 
siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan 
apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan, 
karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan 
berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak 
lainnya.64 
 
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam UUPK adalah 
sebagai berikut:  
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu 
pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 
memperhatikan ketentuan dalam UUPK Pasal 45.” 
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimungkinkan apabila: 
a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan; 
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihal atau oleh para pihak 
yang bersengketa. 
 
3.   Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 
Penyelesaian sengketa dalam UUPK, yaitu melalui pengadilan atau 
di luar pengadilan yang sebenarnya tidak berdasarkan pilihan suka rela 
oleh para pihak, tetapi berdasarkan pilihan konsumen, kecuali kalau 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga lain di 
luar BPSK.65 
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UUPK adalah 
sebagai berikut: 
“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk 
menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang 
kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal 
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Maka ADR tersebut dapat 
berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial dan 
settlement conference. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang 
termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam, yaitu: 
arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara 
penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK.66 
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia 
Penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan 2 
sistem penyelesaian sengketa yaitu: 
a. Sistem adjudikasi/litigasi melalui pengadilan dan arbitrase 
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Penyelesaian sengketa konsumen mengacu yang pada 
ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia yang 
dibedakan menjadi 2 yaitu: 
1) Adjudikasi publik dilakukan melalui pengadilan Negara, para 
pihak tidak dapat menentukan hakimnya sendiri. 
2) Adjudikasi privat dilakukan melalui arbitrase, para pihak 
dapat memilih sendiri arbiternya. 
b. Sistem non adjudikasi/non litigasi/di luar pengadilan melalui 
Badan atau Lembaga khusus. 
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
 Berdasarkan UUPK, BPSK adalah merupakan badan yang 
bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang telah di atur di 
dalam UUPK yang khusus menangani sengketa konsumen.  
Tugas utama dari BPSK pada intinya adalah menangani sengketa 
konsumen melalui jalan mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. BPSK 
merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-
tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan 
wewenang serta penyelesaian sengketa oleh BPSK secara khusus dalam 
UUPK Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58.67 
 
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 
BPSK dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota 
Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota 
Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. 
                                                             
67
 Ibid, hlm 76.  
40 
 
Keanggotaan BPSK  terdiri atas unsur  pemerintah, unsur konsumen 
dan unsur pelaku usaha dengan ketentuan bahwa setiap unsur pelaku 
usaha terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 5 orang pengangkatan 
dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri. Keanggotaan 
BPSK terdiri dari ketua yang merangkap anggota, wakil ketua yang 
merangkap anggota. 68 
Lembaga penyelesaian di luar pengadilan, yang dilaksanakan 
melalui BPSK dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki 
perselisihan dengan pelaku usaha. Sifat penyelesaian yang cepat dan 
murah dan memang dibutuhkan oleh konsumen, terutama konsumen 
perorangan.69  
 
Tugas dan wewenang BPSK dalam UUPK adalah sebagai berikut:70 
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa  
konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau koalisi; 
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam Undang-undang ini; 
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
h. Memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang 
ini; 
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g 
dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; 
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 
bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 
pihak konsumen; 
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undang-undang ini. 
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Berdasarkan pemaparan tentang tugas dan wewenang BSPK 
tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tugas utama dari dibentuknya BPSK 
dalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen namun 
selain itu pembentukan BPSK juga mempunyai tugas lain yakni untuk 
lebih mengayomi dan memberikan fasilitas kepada konsumen untuk lebih 
dapat mengerti tentang apa-apa saja hak-hak dari konsumen. 
Sengketa konsumen terjadi karena adanya perbedaan pandangan 
dan pendapat antara para pihak mengenai hal tertentu. Sengketa dapat 
juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi–pribadi 
atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah 
satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam suatu hubungan hukum atau 
perikatan selalu dimungkinkan terjadi perselisihan di antara para pihak 
yang akhirnya menimbulkan sengketa, seperti masalah perbatasan, 
sumber daya alam, kerusakan lingkungan,  dan perdagangan. Sengketa 
dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau 
aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Sengketa Konsumen menyebutkan 
bahwa antara pelaku usaha dan konsumen yang besengketa berhak 
menuntut ganti kerugian atas kerusakan atau akibat mengkonsumsi 
barang atau jasa. 
 Berdasarkan UUPK Pasal 45 Ayat (2) penyelesaian sengketa 
konsumen dapat ditempuh melalui pangadilan atau diluar pengadilan 
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berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun tidak 
menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh 
para pihak yang bersengketa. Sebagaimana sengketa hukum pada 
umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian 
sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari 
ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan pada UUPK Pasal 45 ayat (2) 
yang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak yang 
bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara pelaku 
usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut:71 
a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku 
usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak 
ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-
cara damai yang mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai 
Pasal 1864 KUHPerdata, pasal-pasal tersebut mengatur tentang 
pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat 
perdamaian;  
b. Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum 
yang berlaku; 
c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK. 
 
 Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat 
mengadukan masalahnya kepada BPSK baik secara langsung, diwakili 
kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh 
kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen 
yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, 
belum dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat 
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disampaikan secara lisan atau tulisan kepada Sekretariat BPSK di 
Kota/Kabupaten tempat domisili konsumen atau di Kota/Kabupaten 
terdekat dengan domisili konsumen. BPSK merupakan badan baru yang 
telah dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen 
di luar pengadilan. Adanya BPSK maka penyelesaian sengketa 
konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat 
karena Undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, 
BPSK wajib memberikan Putusannya hal ini berdasarkan pada UUPK 
Pasal 55. Mudah kerena prosedur administratif dan proses pengambilan 
Putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang 
terjangkau.72  
 Kemudian tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK 
diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 Tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen di BPSK dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap 
pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi 
putusan:73 
a. Tahap Pengajuan Gugatan 
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 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum 
Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, 
hlm 99. 
73
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 Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan 
tempat tinggal konsumen. Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen 
yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan 
jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut 
sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sendiri baik secara tertulis 
maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara 
asing.  
 Permohonan yang diajukan secara tertulis, kepada Sekretariat 
BPSK, kemudian Sekretariat BPSK memberikan tanda terima kepada 
pemohon. Berdasarkan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis 
hendaknya melampirkan dokumen mengenai: 74 
1) Nama dan alamat lengkap dokumen atau ahli warisnya atau 
kuasanya yang disertai dengan bukti diri; 
2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha; 
3) Barang dan/atau jasa yang diadukan; 
4) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain) 
bila ada; 
5) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang 
dan/atau jasa tersebut; 
6) Saksi yang mengetahui barang dan/atau jasa tersebut 
diperoleh; 
7) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa (bila ada). 
 
 Permohonan yang diajukan secara lisan, maka Sekretariat BPSK 
akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang 
disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. 
Apabila permohonan ternyata tidak lengkap atau permohonan bukan 
merupakan wewenang BPSK, maka Ketua BPSK menolak permohonan 
tersebut. Jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka 
Ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai 
dengan foto copy permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari 
kerja sejak diterimanya permohonan. Pemanggilan pelaku usaha terlebih 
dahulu dibuat surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat 
persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban 
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terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada 
persidangan pertama.75 
 Pada tahapan ini, jika pada hari yang telah ditentukan pelaku 
usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari 
kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika 
pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, BPSK dapat 
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut.76 
 
b. Tahap Persidangan 
 Persidangan pertama harus sudah dilakukan pada hari ke-7 
(ketujuh) ini terhitung sejak permohonan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen telah dinyatakan dan benar. Maksimal Ketua BPSK diberi 
waktu 3 hari kerja untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran (secara 
formal) permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada tahap ini, 
dituntut sikap aktif Ketua BPSK. Jadi maksimal waktu yang dimiliki Ketua 
BPSK dari mulai pemerikasaan kelengkapan dan kebenaran (secara 
formal) permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen sampai dengan 
dilaksanakannya persidangan pertama, yaitu maksimal 10 hari kerja, tidak 
termasuk hari libur nasional.77 Majelis BPSK mempunyai kewajiban 
menjaga ketertiban jalannya persidangan.78 
 
 Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di BPSK, yaitu: 79 
a. Persidangan dengan cara konsiliasi; 
b. Persidangan dengan cara mediasi; 
c. Persidangan dengan cara arbitrase. 
 Ketiga tata cara persidangan tersebut kehadiran kuasa hukum 
memang tidak dilarang, baik dalam UUPK maupun Kepmenperindag No. 
350/MPP/12/2001 dalam Pasal 15 ayat (2) Kepmenperindag No. 
350/MPP/12/2001. Konsumen yang tidak dapat mengajukan permohonan 
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 Pasal 26 Ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
76
Pasal 52 huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 huruf i 
Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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 Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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 Pasal 27 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 26 sampai Pasal 
36 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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Penyelesaian Sengketa dan/atau memenuhi panggilan BPSK, maka tidak 
ada salahnya kuasa disitu (bukan kuasa hukum) diperkenankan 
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tidak 
tertulis. 
1)   Persidangan dengan Cara Konsiliasi 
Tugas dari konsiliator sebagai pihak fasilitator untuk melakukan 
komunikasi antara keduabelah pihak sehingga dapat diketemukan solusi 
oleh para pihak itu sendiri. Konsiliasi bisa bersifat sukarela tetapi juga ada 
yang bersifat wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajib 
dijalankan terlebih dahulu sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. 
“Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara 
para pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak 
memihak.”80  
 Pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, tugas Majelis 
BPSK, yaitu:81 
1) Sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha 
yang bersengketa; 
2) Memanggil saksi-saksi serta saksi akhli, dan bila diperlukan; 
3) Menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku 
usaha yang bersengketa; 
4) Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal 
peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan 
konsumen. 
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 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum 
Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:  2011, 
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 Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar konsumen 
dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk 
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, 
dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan 
majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut. 
2) Persidangan dengan Cara Mediasi  
 Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau 
pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak 
bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu 
memperoleh kesepatan perjanjian yang memuaskan. 
“Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan 
sengketa, mediator hanya membantu para pihak untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan 
kepadanya.”82 
Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan 
cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan 
penting untuk menyertakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan 
mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian 
dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan 
dari mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri 
oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator 
menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para 
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pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau 
tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian 
konsumen. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator 
bertindak lebih aktif dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan 
upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.  
 Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara 
mediasi ada 2 cara, yaitu:83 
1) Proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk 
maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada 
para pihak sedangkan kepada Majelis BPSK sebagai 
mediator; 
2) Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan 
dalam bentuk Putusan BPSK. 
 
 Mediator dapat meminta diperlihatkan alat bukti baik surat atau 
dokumen lain yang mendukung dari kedua belah pihak. Atas persetujuan 
para pihak atau kuasanya, mediator dapat mengundang seseorang atau 
saksi-saksi atau saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan 
penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan sengketanya. Jika 
proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang 
dicapai yang ditandatangani oleh para pihak. Hasil musyawarah yang 
merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa, selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, yang 
ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang diserahkan 
kepada Majelis BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut. 
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3) Persidangan dengan Cara Arbitrase 
          Dalam proses ini pihak bersengketa mengemukakan masalah 
mereka kepada pihak ketiga netral dan memberinya wewenang untuk 
memberinya keputusan. Pada persidangan dengan cara arbitrase, para 
pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk 
memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pemilihan Majelis 
BPSK dengan cara arbitrase dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahap, 
yaitu:84 
1) Para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal 
dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota 
Majelis BPSK. 
2) Arbitor yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih 
arbitor ketiga dari anggotaBPSK, jadi unsur pemerintah selalu 
dipilih untuk menjadi ketua Majelis. 
 
 Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara 
arbitrase dilakukan melalui 2 (dua) tata cara persidangan yaitu melalui 
persidangan pertama dan persidangan kedua, yaitu: 
a. Prinsip pada persidangan pertama 
i) Kewajiban Majelis BPSK memberikan petunjuk tentang 
upaya hukum bagi kedua belah pihak.85 
ii)  Kewajiban Majelis BPSK untuk mendamaikan kedua  belah 
pihak.86 
Hasil penetapan perdamaian oleh Majelis BPSK, yaitu: 
i) Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku 
usaha memberikan jawaban, dituangkan dengan surat 
pernyataan, disertai kewajiban Majelis BPSK.87 
ii) Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan 
yang sama bagi para pihak, yaitu: 
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 Pasal 33 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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 Pasal 34 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. 
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(i) Kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas 
yang berkaitan dengan persidangan dan memuat 
kutipan seperlunya; 
(ii) Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban 
pelaku usaha, jika tidak tercapai perdamaian. 
b. Prinsip-prinsip pada persidangan kedua, yaitu: 88 
i) Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan 
terakhir sampai persidangan kedua disertai kewajiban ara 
pihak membawa alat bukti yang diperlukan, bila salah satu 
pihak tidak hadir pada persidangan pertama; 
ii) Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 5 
(lima) hari kerja sejak hari persidangan pertama; 
iii) Kewajiban Sekretariat BPSK untuk memberitahukan 
persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para 
pihak; 
iv) Pengabulan gugatan konsumen, jika pelaku usaha tidak 
datang pada hari persidangan kedua (verstek), sebaliknya 
gugatan digugurkan, jika konsumen yang tidak datang. 
 
Selama proses penyelesaian sengketa, alat-alat bukti barang atau 
jasa, surat dan dokumen keterangan para pihak, keterangan saksi dan 
atau saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung dapat diajukan 
kepada majelis. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh 
BPSK beban pembuktian ada pada pelaku usaha, namun pihak 
konsumen juga harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung 
gugatannya. Setelah mempertimbangkan penyataan dari kedua belah 
pihak mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil 
pembuktian serta permohonan yang diinginkan para pihak, maka Majelis 
BPSK memberikan Putusan. 
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c. Tahap Putusan 
Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas 2 jenis putusan yaitu:89 
a. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi hanya 
mengkukuhkan isi perjanjian perdamaian, yang telah disetujui 
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa; 
b. Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti halnya Putusan 
Perkara Perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan 
hukumnya Putusan Majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan 
atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah 
diusahakan namun tidak mencapai kata mufakat, maka 
putusan diambil dengan suara terbanyak (voting).  
 
Putusan BPSK dapat berupa: 
a. Perdamaian; 
b. Gugatan ditolak;  
c. Gugatan dikabulkan 
Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, 
dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di 
tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Bagi pelaku usaha yang 
menolak Putusan BPSK tetapi tidak mengajukan keberatan setelah 
melampaui batas waktu untuk menjalankan Putusan, maka dianggap 
menerima putusan. UUPK Pasal 54 Ayat (3) bahwa pada prinsipnya 
Putusan BPSK merupakan putusan final dan mengikat, berarti putusan 
tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan 
dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya 
sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa 
harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah final tersebut. 
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keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan BPSK dalam hal ini 
Putusan Arbitrase BPSK jika para pihak tidak menerima Putusan tersebut 
maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Upaya 
keberatan dilakukan jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan 
BPSK sehingga jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan keberatan 
terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Keberatan yang 
diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diproses sesuai 
dengan hukum acara perdata pada umumnya. Hakim yang mengadili 
perkara tersebut adalah hakim umum yang telah memperoleh sertifikasi 
niaga. Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen yang di dalamnya mengatur bahwa keberatan hanya 
dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. 
Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat 
dibedakan yaitu: 
1) Jurisdiction Voluntaria  
Dalam Jurisdiction Voluntaria tidak ada perselisihan dalam arti 
tidak ada yang disengketakan. Diajukannya perkara ke 
pengadilan, bukan untuk diberikan suatu keputusan, melainkan 
meminta suatu ketetapan dari hakim untuk memperoleh 
kepastian hukum. Seperti permohonan untuk ditetapkan 
sebagai ahli waris, permohonan ganti nama, permohonan 
pengangkatan anak angkat dan lain-lain. 
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2) Jurisdiction Contentiosa : dalam Jurisdiction Contentiosa, di sini 
ada sesuatu yang disengketakan. Sengketa tersebut tidak 
dapat diselesaikan pleh pihak-pihak sendiri, sehingga 
dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya 
secara adil dan kemudian diberikan suatu Putusan. 
3 bentuk putusan hakim, yaitu:  
a) Putusan Declaratoir adalah putusan yang menerangkan, 
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, misalnya 
penetapan mengenai ahli waris, anak angkat dan lain halnya. 
b) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang berisi 
penghukuman. 
c) Putusan Konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu 
keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, 
misalnya putusan perceraian dan putusan mengenai kepailitan. 
Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh 
Pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di 
muka Pengadilan. Sedang istilah lain yang sering dipergunakan selain 
kata eksekusi yakni pelaksanaan putusan. Pada dasarnya suatu Putusan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan. 
Oleh karena itulah Putusan suatu Badan Peradilan harus mempunyai 
kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah 
ditetapkan dalam Putusan tersebut. Permohonan eksekusi Pelaksanaan 
Putusan diserahkan dan menjadi wewenang penuh dari Pengadilan 
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Negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan mempunyai 
legitimasi sebagai lembaga pemaksa.  
Menyimak rincian tugas dan wewenang BPSK90 yang ditentukan 
tersebut, ternyata BPSK tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan 
putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu Badan 
Peradilan. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidak 
adanya kerugian di pihak konsumen dan wewenang menentukan 
besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan 
mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada 
konsumen, BPSK harus lebih dahulu meminta penetapan eksekusi 
kepada Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan UUPK Pasal 57. 
Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum pasti, dan Putusan yang mengandung perintah kepada 
suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.  
Asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam 
pelaksanaan eksekusi yaitu:91 
1. Eksekusi dijalankan atas Putusan Pengadilan yang sudah 
berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau 
melaksanakan putusan sukarela. 
2. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh 
Penitera dan Juru Sita. 
3. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya 
perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara. 
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Terhadap Putusan Arbitrase BPSK , ada 2 kemungkinan yang 
terjadi, yakni Putusan dilaksanakan secara sukarela atau Putusan 
tersebut dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan. Pasal 42 
Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 menyebutkan bahwa Putusan 
BPSK yang telah final dan mengikat dimintakan fiat eksekusinya oleh 
BPSK kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Ada 
3 macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara perdata, yaitu:92 
1. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan 
seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar 
sejumlah uang. 
2. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana 
seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. 
3. Eksekusi riil, yang dalam praktek banyak dilakukan karena 
diperlukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. 
 
Penyelesaian sengketa di BPSK pada hakikatnya bertujuan untuk 
mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. BPSK sebagai penyelesaian 
sengketa konsumen di luar pengadilan diselengggarakan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau 
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak akan terjadi 
kembali atau tidak terulangnya kerugian yang diderita oleh konsumen. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di wilayah Kota Makassar 
pada BPSK Kota Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar. 
 BPSK di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di 10 Kabupaten/Kota 
yang sudah terbentuk diantaranya di Kota Makassar, Parepare, 
Jeneponto, Maros, Pinrang, Barru, Sinjai, Kepulauan Selayar, Takalar, 
dan Bantaeng. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian 
karena Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia Timur 
yang telah banyak terjadi sengketa konsumen.  
 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data untuk menunjang hasil penelitian ini adalah : 
1. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 
2. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui 
studi kepustakaan, dokumen-dokumen ilmiah dan jurnal. 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  
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adalah : 
1. Data primer, melakukan wawancara  dengan pihak-pihak pada 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar dan 
Pengadilan Negeri, antara lain anggota BPSK, konsumen, pelaku 
usaha, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 
membaca dan menelaah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang 
ada kaitannya dengan objek penelitian yang diberikan oleh para 
pihak yang terkait dalam hal ini BPSK Kota Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar. 
 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, 
kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif, hal ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas untuk menjawab 
permasalahan yang penulis teliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil dan Proses Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha 
dan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kota Makassar 
1. Profil BPSK 
BPSK Kota Makassar yang dibentuk dengan Surat Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, 
Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota 
Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar pada tanggal 21 Juli 2001. 
BPSK Kota Makassar menempati ruangan pada Kantor Dinas Perindag 
Koperasi dan Penanaman Modal Kota Makassar di Jl. Rappocini Raya 
No. 219 Kota Makassar. Untuk memperlancar tugas-tugas dan wewenang 
BPSK Kota Makassar keanggotaan BPSK Kota Makassar Tahun 2010-
2015 telah ditunjuk sebagai anggota Sekretariat: Hj. Sri Rejeki, S.H 
(Kepala Sekretariat), Hj. Harlina, SE, MM dan Daddy Hermadi, Widji 
Kartini dan Rasmiati.  
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Tabel 1 : Laporan Register Sengketa Antara Pelaku Usaha dan 
Konsumen di BPSK Kota Makassar 93 
Tahun Jumlah Kasus 
2011 19 
2012 56 
2013 22 
Jumlah Keseluruhan Kasus 97 
         Data diolah pada Tahun 2014 
Berdasarkan tabel di atas sengketa yang diajukan konsumen Tahun 
2011-2013 di BPSK Kota Makassar sebanyak 97 kasus. Sri Rejeki 94 
menjelaskan bahwa menurunnya kasus di Tahun 2013 disebabkan 
karena banyak kasus yang masuk di BPSK Kota Makassar ditolak karena 
terdapat permohonan yang masuk tidak sesuai dengan Pasal 16 
Kepmenperindag No 350/2001, beliau menjelaskan bahwa tingkat 
kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban semakin rendah, hal ini 
disebabkan karena tingkat pendidikan yang kurang serta sikap atau 
kebudayaan konsumen yang menghindari konflik, hal lain yang turut 
menjadi faktor adalah  anggapan masyarakat bahwa biaya yang mahal 
dan tidak terjangkau, sehingga masih banyak konsumen atau pelaku 
usaha yang enggan melapor jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha.  
   
                                                             
93
Ibid. 
94
 Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
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Tabel 2 : Jumlah kasus yang  ditangani di BPSK Kota Makassar   
            mengenai bagasi pesawat, properti dan pembiayaan 95 
 
 
Tahun 
Perihal Kasus  
 
Jumlah 
 
Bagasi 
Pesawat 
 
Properti  
 
Pembiayaan 
(finance) 
 
Lain-
lain 
2011 1 0 4 14 19 
2012 3 1 42 10 56 
2013 0 3 12 7 22 
Jumlah 
Kasus  
4 4 58 31 97 
  Data diolah pada Tahun 2014 
Berdasarkan tabel di atas perihal kasus diambil dari kasus yang 
paling dominan pada data rekapitulasi penyelesaian sengketa konsumen 
di BPSK Kota Makassar. Mengenai kasus pembiayaan jumlahnya lebih 
banyak dibanding kasus mengenai bagasi pesawat dan properti. 
Sedangkan pada perihal kasus lain-lain terdapat kasus tentang premi 
asuransi, kartu ATM tertelan di mesin ATM, biaya telepon, kehilangan 
motor di parkiran, asuransi, penggantian baterai HP, investasi, sertifikat 
hak milik, pemanfaatan fasum oleh developer, penggantian uang tiket 
LION Air, elektronik, pembelian rumah, handphone, penjualan saham, 
perikatan jual-beli rumah, pembayaran denda kartu kredit dan pembelian 
sepatu. 
                                                             
95
Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
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Sri Rejeki96 menjelaskan mengenai jumlah kasus pembiayaan 
finance khususnya untuk kendaraan bermotor masih mendominasi dari 
beberapa kasus yang diadukan konsumen di BPSK Kota Makassar. 
Kasus ini umumnya menimpa konsumen, di mana mereka tidak mampu 
membayar pinjaman hingga kemudian jatuh tempo. Dari sini leasor 
melakukan eksekusi.  Eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak 
leasor membuat konsumen gegabah dalam mengambil tindakan. Sri 
Rejeki 97 menambahkan bahwa dengan keaadan seperti itu, maka sering 
memposisikan konsumen dalam posisi lemah dan rendah sehingga tidak 
memiliki daya tawar. Selain itu, eksekusi juga dilakukan secara mendadak 
tanpa konfirmasi terlebih dahulu turut menjadi faktornya. Pelanggaran 
regulasi dalam prinsip pembiayaan menjadi faktor banyaknya kasus ini 
bermunculan. Dengan pelanggaran regulasi, banyak konsumen yang 
akhirnya gagal bayar. Menurut Beliau semestinya pihak leasor harus 
benar-benar mensurvei dan memastikan bahwa calon nasabah 
melaksanakan kewajibannya untuk membayar, sehingga kasus gagal 
bayar tidak terjadi. 
2. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar 
                                                             
96
Hasil wawancara dengan Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
97
 Ibid. 
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Sri Rejeki98 menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa 
konsumen antara pelaku usaha dan konsumen di BPSK Kota Makassar 
dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dengan tahap pengajuan 
gugatan, tahap persidangan yang dibagi dalam 3 cara yaitu konsiliasi, 
arbitrase, mediasi, tahap selanjutnya tahap putusan. Dalam hal ini pada 
tahap pengajuan gugatan permohonan diajukan tertulis kepada 
Sekretariat BPSK Kota Makassar, kemudian konsumen melampirkan 
dokumen secara tertulis, syarat dari dokumen tersebut termuat dalam 
Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. Sri Rejeki99 
menjelaskan mengenai permohonan bantuan BPSK Kota Makassar 
meminta bantuan kepada penyidik untuk memanggil pelaku usaha secara 
paksa, namun sangat disayangkan para penyidik tidak mematuhi. 
Dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada penyidik mengenai tugas baru 
tersebut dan aturannya pun belum jelas dalam UUPK, tidak adanya 
penjelasan secara jelas tentang bagaimana mekanisme penyidik dalam 
hal memanggil pelaku usaha, hal ini terkadang menjadi hambatan bagi 
BPSK Kota Makassar untuk menghadirkan pelaku usaha dalam 
memenuhi panggilan BPSK Kota Makassar. 
 
 
                                                             
98
Hasil wawancara dengan Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
99
 Ibid.  
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Tabel 3 : Jumlah Kasus yang ditangani di BPSK Kota Makassar 
melalui Konsiliasi, Arbitrase dan Mediasi 100 
 
 
Tahun 
 
 
Konsiliasi 
 
 
Arbitrase 
 
 
Mediasi 
 
Sementara 
dalam 
proses 
 
2011 0 4 15 0 
2012 0 39 17 0 
2013 0 1 19 2 
Jumlah 
Kasus 
0 44 51 2 
   Data diolah pada Tahun 2014 
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur 
dalam UUPK jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/2001 Tentang 
Pelaksanaan Tugas Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Proses penyelesaiannya diatur sangat sederhana, dimana 
pihak Majelis BPSK punya kewajiban menjaga ketertiban jalannya 
persidangan.  
Berdasarkan tabel di atas kasus yang ditangani BPSK Kota 
Makassar Tahun 2011-2013  terjadi peningkatan penyelesaian sengketa 
konsumen melalui mediasi. Sri Rejeki101 membenarkan bahwa dari Tahun 
2011-2013 terjadi peningkatan penyelesaian sengketa di BPSK Kota 
                                                             
100
 Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
101
 Ibid. 
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Makassar melalui mediasi. Sri Rejeki102 menjelaskan sengketa antara 
pelaku usaha dan konsumen di BPSK Kota Makassar lebih sering 
menggunakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan sebagian 
melalui arbitrase.  
Menurut beliau mengenai tidak pernahnya penyelesaian sengketa 
melalui konsiliasi karena penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh para 
pihak dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai 
konsiliator, konsiliator tersebut tidak mengikat seperti putusan arbitrase. 
Sehingga kata sepakat diantara mereka sulit tercapai apabila tidak sikap 
sukarela dari para pihak. Menurut Sri Rejeki103 kurang taatnya pihak-pihak 
yang bersengketa terhadap aturan dari BPSK Kota Makassar menjadi 
salah satu faktor penghambat bagi BPSK Kota Makassar. Misalnya, tidak 
dipenuhinya pemanggilan dari BPSK, tidak datangnya salah satu dari 
keduabelah pihak yang bersengketa dalam persidangan, sehingga 
penyelesiannya memakan waktu hingga berlarut-larut. Contohnya 
terdapat 2 kasus yang sementara dalam proses Tahun 2013. 
Sedangakan pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimana para 
pihal yang bersengketa dapat menyerahkan sepenuhnya kepada BPSK 
Kota Makassar, pihak BPSK Kota Makassar bersikap aktif, sebelumnya 
para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Keputusan yang 
dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah wewenang penuh 
BPSK Kota Makassar, bentuk putusannya adalah putusan arbitase. 
                                                             
102
 Ibid 
103
 Ibid 
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Tabel 4 : Putusan oleh Majelis BPSK Kota Makassar 104 
 
Tahun 
 
 Konsiliasi  
 
Putusan 
Arbitrase 
 
 Mediasi 
 
Sementara 
dalam 
proses 
2011 0 4 15 0 
2012 0 39 17 0 
2013 0 1 19 2 
Jumlah 
Kasus 
0 44 51 2 
      Data diolah pada Tahun 2014 
Pada tahap ketiga yaitu Tahap Putusan, berdasarkan tabel diatas 
ini Tahun 2011-2013 banyaknya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis 
BPSK Kota Makassar adalah putusan mediasi.  
Sri Rejeki105 membenarkan bahwa di Tahun 2011-2013 banyak 
konsumen dan pelaku usaha yang menggunakan mediasi sebagai 
penyelesaian antara kedua belah pihak, karena penyelesaian dengan 
mediasi bersifat fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak ketiga 
yang netral, yang memudahkan negosiasi antara para pihak yang 
membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan. Dengan 
adanya faktor yang muncul dari sikap para pihak yaitu sukarela, sehingga 
                                                             
104
 Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
105
Hasil wawancara dengan Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
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menghasilkan putusan secara sukarela. Mediator selama proses mediasi 
di BPSK Kota Makassar menerima dan menjalani sesuai kesepakatan 
para pihak yang memilih sikap sukarela, sehingga konsekuensi tersebut 
harus dilaksanakan mediator dengan penuh keikhiasan dan tanggung 
jawab yang besar. Dalam penyelesaian sengketa mediasi, mediator 
menawarkan dasar-dasar penyelesaian sengketa, namun tidak 
memberikan putusan. Peran mediator untuk mengarahkan pada sikap 
kerja sama para pihak untuk saling mempertahankan kebenaran masing-
masing. 
Berdasarkan tabel diatas terdapat 44 putusan arbitrase yang 
dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kota Makassar, Sri Rejeki106 menjelaskan 
putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak memnuhi 
putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta 
eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun di Tahun 2012-2013 
semakin menurun, karena digeser oleh penyelesaian mediasi. Sedangkan 
pada penyelesaian konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase, 
adanya pihak ketiga yaitu konsiliator yang ditunjuk untuk memberikan 
pendapatnya tentang ssengketa yan disampaikan oleh para pihak, 
pendapat konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya 
putusan arbitrase. Selain itu penyelesaiannya sangat tergantung pada 
kesukarelaan para pihak. 
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 Ibid 
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Tabel 5 : Amar Putusan BPSK Kota Makassar107 
 
Tahun 
 
Jumlah 
Keberatan di 
Pengadilan 
Negeri  
 
Mengajukan 
Kasasi 
 
Tidak 
mengajukan 
kasasi 
2011 4 3 1 
2012 2 0 2 
2013 0 0 0 
      Data diolah pada Tahun 2014 
Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2013 tidak ada konsumen 
atau pelaku usaha mengajukan keberatan108 di Pengadilan Negeri 
Makassar. Menurut Sri Rejeki109 apabila konsumen/pelaku usaha menolak 
penyelesaian oleh Majelis BPSK Kota Makassar, maka para pihak dapat 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Makassar, namun 
apabila konsumen/pelaku usaha menerima penyelesaian tersebut maka 
wajib dijalankan.  
Menurut Saprudin110 upaya keberatan yang dilakukan baik pihak 
konsumen maupun pelaku usaha di Pengadilan Negeri Makassar 
                                                             
107
 Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
108
 Lihat BAB II, hlm 54. 
109
 Sumber diperoleh dari Sri Rejeki, Kepala Sekretariat, Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Kota Makassar tanggal 3 Oktober 2014. 
110
 Hasil wawancara dengan Sapruddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 
September 2014. 
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khususnya pengadilan niaga kebanyakn dari mereka merasa tidak puas 
dengan penyelesaian oleh Majelis BPSK Kota Makassar. 
Ramli Djalil111 membenarkan bahwa selama ini kasus yang masuk 
di Pengadilan Negeri Makassar dari BPSK Kota Makassar jumlahnya 
sedikit bahkan di Tahun 2013 beliau mengakui apabila tidak adanya 
kasus yang masuk dari BPSK Kota Makassar mengenai upaya keberatan 
yang diajukan konsumen atau pelaku usaha di Pengadilan Negeri 
Makassar. Beliau menjelaskan bahwa keberatan merupakan upaya 
hukum yang dapat disebut sebagai upaya hukum banding, karena 
mengingat hukum acara di Indonesia tidak mengenal kata keberatan 
didalamnya dan upaya keberatan ini bukanlah suatu perkara layaknya 
perkara yang baru didaftarkan, karena pendaftaran perkara akan 
memakan waktu yang lama, maka upaya keberatan tersebut dianalogikan 
setingkat dengan banding. Kemudian dalam hal pelaksanaan putusan 
(eksekusi), Pengadilan Negeri Makassar berwenang atas hal itu, 
berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai fungsi kekuasaan 
kehakiman. 
 
 
 
 
                                                             
111
 Hasil wawancara dengan Ramli Djalil, Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 
19 September 2014. 
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Tabel 6 : Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Putusan BPSK Kota 
Makassar di Pengadilan Negeri Makassar 112 
Tahun Kasus Jumlah   Keterangan  
2011 Pembiayaan 3 Belum 
tereksekusi  
2012 Properti 2 Belum 
tereksekusi 
2013 - - - 
      Data diolah pada Tahun 2014 
Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap eksekusi atau 
pelaksanaan Putusan, berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2012 terjadi 
penumpukan kasus perihal pembiayaan, Ramli Djalil113 menjelaskan 3 
kasus mengenai asuransi dan pembiayaan dengan Putusan Arbitrase dari 
BPSK Kota Makassar di Pengadilan Negeri Makassar, terdapat 2 
kemungkinan terhadap putusan arbitrase putusan dilaksanakan secara 
sukarela atau putusan tersebut dimintakan fiat eksekusinya di Pengadilan 
Negeri Makassar. Beliau menambahkan pada dasarnya suatu Putusan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum sudah pasti dapat di eksekusi. 
Beliau menjelasan mengenai belum terlaksananya eksekusi terhadap 
Putusan Arbitrase karena Pengadilan Negeri menemui kendala ketika 
                                                             
112
 Sumber diperoleh dari Sapruddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar  tanggal 19 
September 2014. 
113
 Hasil wawancara dengan Ramli Djalil, Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada 
tanggal 19 September 2014. 
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melakukan ekseskusi yang isinya berupa pemberian sejumlah ganti 
kerugian atau penyerahan barang, karena tidak semua orang mau 
memenuhi dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan, lain halnya 
apabila eksekusi riil114 yang memuat hal mengenai pengosongan tempat, 
malah selalu bisa langsung tereksekusi karena hanya tinggal menunggu 
penetapan dari Ketua Pengadilan kemudian Panitera dibantu oleh Juru 
Sita. Namun pihak BPSK Kota Makassar dengan Pengadilan Negeri telah 
melakukan kerjasama agar sedapat mungkin setiap upaya keberatan atas 
Putusan BPSK Kota Makassar maupun Putusan Arbitrase BPSK Kota 
Makassar yang terdapat permintaan eksekusi agar dapat terlaksana. 
B. Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dan 
Konsumen di BPSK Kota Makassar 
Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Achmad Ali115, 
maka efektivitas penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar 
telah berjalan efektif. 
Menurut M. Arief116 beliau merasa puas terhadap kinerja BPSK Kota 
Makassar dalam menangani proses penyelesaian sengketa antara pelaku 
usaha dan konsumen, sedangkan menurut Mansyur117 mengenai proses 
penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di BPSK Kota 
                                                             
114
 Lihat BAB II, hlm 58. 
115
 Lihat BAB II, hlm 10. 
116
 Hasil wawancara dengan M. Aief selaku konsumen pada tanggal 21 September 2014. 
117
 Hasil wawancara dengan Mansyur selaku konsumen pada tanggal 21 September 
2014 
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Makassar cepat dan sesuai harapan. Menurut Thamrin Ahmad 118 bahwa 
proses penyelesaian sengketa antara beliau dengan konsumen di BPSK 
Kota Makassar telah baik, beliau juga mengikuti secara damai apa yang 
telah diputuskan oleh BPSK Kota Makassar. Beliau menambahkan bahwa 
biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketanya dengan 
konsumen terjangkau dan relatif murah sera proses administrasi di BPSK 
Kota Makassar sederhana dan tidak berbelit-belit serta bernuansa 
kekeluargaan. Hal ini telah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh 
pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan BPSK Kota Makassar 
sebagai Lembaga diluar pengadilan yang menangani kasus sengketanya. 
Efektifnya proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan 
konsumen di BPSK Kota Makassar dapat dilihat dari sudut pandang 
Putusan Arbitrase BPSK Kota Makassar Hal tersebut diperkuat dengan 
penjelasan dari Sapruddin119 bahwa pada Tahun 2013 tidak ada berkas 
yang masuk dari BPSK Kota Makassar terhadap upaya keberatan 
terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kota Makassar . UUPK Pasal 54 Ayat 
(3) bahwa Putusan Majelis BPSK itu bersifat final. Final diartikan sebagai 
suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga 
terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau upaya keberatan, hal itu di 
tangkis dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata 
Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian 
                                                             
118
 Hasil wawancara dengan Thamrin Ahmad  selaku pelaku usaha pada tanggal 22 
September 2014. 
119
 Hasil wawancara dengan Sapruddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar  tanggal 19 
September 2014. 
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Sengketa Konsumen. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto120, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 
5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga 
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 
Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang 
yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen. Proses penyelesaian sengketa di 
BPSK Kota Makassar telah sesuai dengan UUPK dan berjalan efektif, 
faktor kedua adalah faktor penegak hukum yakni Majelis BPSK Kota 
Makassar, Kepala Sekretariat BPSK Kota Makassar serta anggota BPSK 
Kota Makassar yang menerapkan suasana kekeluargaan dalam tiap 
tahap-tahap penyelesaian sengketa, sehingga pihak yang bersengketa 
merasa nyaman dan antusias, yang ketiga adalah faktor sarana atau 
fasilitas yang mendukung meskipun sarananya sedang dalam proses 
renovasi dari Pemerintah Kota Makassar pihak BPSK Kota Makassar 
tetap mengutamakan kenyamanan selama proses persidangan, yang 
keempat adalah faktor masyarakat, meskipun ada sebagian masyarakat 
yang masih enggan menyelesaikan sengketanya di BPSK Kota Makassar 
namun pihak BPSK Kota Makassar tetap mengupayakan dan mendorong 
masyarakat untuk berperan serta melalui sosialisasi mengenai BPSK Kota 
Makassar di wilayah Kota Makassar.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 
pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam 
penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Kota 
Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/ 12/2001 Tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen. Konsumen Kota Makassar lebih banyak 
menggunakan penyelesaian sengketanya di BPSK Kota 
Makassar dengan mediasi . Konsumen merasa puas dengan 
kinerja BPSK Kota Makassar yang telah optimal dalam 
menyelesaikan sengketanya. Biaya yang dikeluarkan juga ringan. 
Yang paling penting prosesnya cepat sehingga masalahnya tidak 
berlarut-larut.  
2. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di 
BPSK Kota Makassar telah berjalan efektif karena pelaksanaannya 
telah sesuai dengan asas cepat, mudah dan murah/biaya ringan. 
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Faktor-faktor yang menjadi tolok ukur efektifnya proses 
penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di 
BPSK Kota Makassar, faktor pertama adalah faktor hukumnya itu 
sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen,proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Makassar 
telah sesuai dengan UUPK dan berjalan efektif, faktor kedua 
adalah faktor penegak hukum yakni Majelis BPSK Kota Makassar, 
Kepala Sekretariat BPSK Kota Makassar serta anggota BPSK Kota 
Makassar yang menerapkan suasana kekeluargaan dalam tiap 
tahap-tahap penyelesaian sengketa, sehingga pihak yang 
bersengketa merasa nyaman dan antusias, yang ketiga adalah 
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, meskipun sarananya 
sedang dalam proses renovasi dari Pemerintah Kota Makassar 
pihak BPSK Kota Makassar tetap mengutamakan kenyamanan 
selama proses persidangan, yang keempat adalah faktor 
masyarakat, meskipun ada sebagian masyarakat yang masih 
enggan menyelesaikan sengketanya di BPSK Kota Makassar 
namun pihak BPSK Kota Makassar tetap mengupayakan dan 
mendorong masyarakat untuk berperan serta melalui sosialisasi 
mengenai BPSK Kota Makassar di wilayah Kota Makassar.  
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B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pentingnya sosialisasi secara berkala oleh BPSK Kota Makassar 
karena mengingat banyaknya para pihak yang bersengketa masih 
enggan menggunakan BPSK Kota Makassar sebagai jalur 
penyelesaian sengketanya. 
2. Pemerintah hendaknya memperkuat Sumber Daya Manusia 
(SDM) pada Sekretariat BPSK Kota Makassar mengingat tugas-
tugas BPSK yang begitu luas.  
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